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DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar] resmi merampungkan rangkaian fungsi legislasi dengan
menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah [Raperda) Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kukar

DPRD Kukar Rampungkan Pembahasan RPJMD 2025-2029 dan Setujui Perubahan APBD Rp11,3 Triliun
HUMPROP — DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi merampungkan rangkaian fungsi legislasi
dengan menggelar rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah [Raperda) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar tahun 2025-2029, pada Selasa (23/9/2025).
Selain membahas RPJMD, DPRD Kukar bersama Pemerintah Kabupaten Kukar juga menyepakati Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025, yang
nilainya mencapai sekitar Rp11,3 triliun. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kukar, Aulia
Rahman Basri.

Wakil Ketua | DPRD Kukar, Abdul Rasid, menyampaikan bahwa APBD Perubahan 2025 mengalami penurunan
dibanding proyeksi sebelumnya, yakni dari Rp11,7 triliun menjadi Rp11,3 triliun. Meski mengalami defisit
anggaran, pihak legislatif menilai hal ini perlu disikapi dengan bijak agar pembangunan daerah tetap berjalan

efektif dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah kita telah menyepakati Perubahan APBD 2025, meskipun kita harus menyiasati defisit anggaran
ini,* ujar Abdul Rasid kepada awak media usai rapat.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa prioritas anggaran tetap difokuskan pada kebutuhan mendasar
masyarakat, mulai dari peningkatan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pelayanan
dasar seperti air bersih.

*Dengan adanya defisit ini, maka kegiatan-kegiatan harus diseleksi secara ketat berdasarkan prioritas,” tegas
Rasid.

la juga menargetkan agar pengesahan Raperda APBD Perubahan 2025 menjadi Perda bisa segera dilakukan.
Usai persetujuan KUA PPAS ini, pembahasan akan dilanjutkan ke rapat Badan Anggaran [Banggar) internal
DPRD Kukar.

“Kita semua berharap dengan adanya APBD Perubahan 2025 ini seluruh pekerjaan bisa dilaksanakan dengan
baik dan tepat waktu, mengingat sisa waktu tahun anggaran 2025 ini cukup singkat,” pungkasnya.
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